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ABSTRAK
Nama : Dewi Lailul Rakhmadanik
NIM : S 351 4080 03
Judul : Aspek Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah dalam Penerbitan
Sertfikat Satu Lembar (Ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Bentuk dan Isi Sertifikat
Hak Atas Tanah)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlunya aspek kepastian hukum
dalam pendaftaran tanah dalam rangka penerbitan sertifikat satu lembar yang diatur
pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Bentuk dan Isi Sertifikat Hak
Atas Tanah dan upaya mengatasi kelemahan dari aspek kepastian hukum pendaftaran
tanah dalam penerbitan sertifikat satu lembar. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif bersifat preskriptif menggunakan pendekatan perundangan-
undangan. Sumber hukum sekunder, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan teknik penelitian kepustakaan.
Setelah data diperoleh lalu dilakukan analisis dengan menggunakan metode
penafsiran. Aspek kepastian hukum pendaftaran pada umumnya mengenai tujuan
pendaftaran tanah Aspek kepastian hukum pendaftaran tanah dalam penerbitan
sertifikat satu lembar sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Bentuk dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah diantaranya ialah tujuan dari pendaftaran
tanah agar mengingatkan mengenai pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan
pendataran tanah, pendaftaran dan sertifikat hak atas tanah, dan aplikasi
Komputerisasi Kegiatan Pertanahan dan Geo KKP. Perlunya dilakukan upaya-upaya
untuk mengatasi kelemahan dari aspek kepastian hukum pendaftaran tanah yang
sering terjadi agar pelaksanaan penerbitan sertifikat satu lembar nanti berjalan baik
ialah harus dibentuk lembaga dana pertanggungan, pemberian informasi penting
mengenai pertanahan, dan penyelesaian masalah berdasarkan kebijakan.
Kata Kunci: Kepastian Hukunm, Pendaftaran tanah, Sertifikat Satu Lembar
xiii
ABSTRACT
Name :  Dewi Lailul Rakhmadanik
NIM      :  S 351 4080 03
Title      : Aspects of Legal Certainty in the Land Register Publishing Certificate is
One Sheet (Judging from the Regulation of the Minister of Agrarian
and Spatial Planning / Head of National Land Agency of the Republic
of Indonesia Number 7 Year 2016 About the Form and Content of
Certificates of Land Rights)
This study aims to determine the need for aspects of legal certainty in land
registration in order to issue the certificate of one sheet is set to (Judging from
the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of
National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 7 Year 2016 About
the Form and Content of Certificates of Land Rights) and Content of Certificates
of Land and efforts to overcome the weaknesses from the aspect of legal
certainty for land registration in the issuance of certificates of one sheet. This
research is a normative law prescriptive approach legislation. Sources of
secondary law, including primary legal materials, secondary, and tertiary.
Mechanical collection of legal materials with library research techniques. Once
the data is obtained and analyzed by using the method of interpretation. Aspects
of legal certainty registration in general about the purpose of the land
registration aspects of legal certainty for land registration in the issuance of the
certificate of one sheet accordance with the Regulation of the (Judging from the
Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of National
Land Agency of the Republic of Indonesia Number 7 Year 2016 About the Form
and Content of Certificates of Land Rights) of which is the purpose of land
registration to be reminded of the importance of legal certainty in the
implementation of ground leveling, registration and land title certificates, and
application activity Computerization of land and Geo KKP. The need to take
measures to overcome the weaknesses of the aspect of legal certainty for land
registration is often the case that the implementation of the issuance of the
certificate of the sheets later goes well is to be formed agency insurance fund,
providing important information on land issues, and policy-based problem
solving.
Keywords: Rule of Law, land registration, Certificates One-Sheet
